
 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Transparansi Pemanfaatan Dana Desa 

Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pemanfaatan Dana Desa di Desa Takarai 

Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka)hal ini dapat dilihat berupa transparansi 

pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa,adanya kejelasan dan kelengkapan 

informasi secara transparan dan akurat serta melakukan pengawasan terhadap 

pembangunan desa, kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam 

pengelolaan dana desa. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut. 

1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa 

Ketersedian informasi dokumen dalam pembangunan desa dapat dilihat bahwa 

transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan 

bagi masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui 

oleh masyarakat seperti, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah desa baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta 

pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pembangunan desa. 

Penyediaan aksebilitas dokumen dalam mengakses informasi dapat lihat bahwa 

badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik 

yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan untuk seluruh masyarakat desa 

mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh 

untuk mengetahui aksebilitas dokumen dalam mengakses informasi. 

2. Adanya Kejelasan dan Kelengkapan Informasisecara transparan dan 

akurat serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa 

Penyedian informasi secara transparan oleh pemerintah desa dapat dilihat 

bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan 

tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan asas transparansi, kejelasan 

dan kelengkapan informasi di tuntut harus dapat di jalankan dengan baik. 
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Pemerintah desa menyampaikan informasi yang akurat dan masyarakat berhak 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dalam menwujudkan 

tranparansi dalam pengelolaan dana desa, hal ini di anggap penting agar masyarakat 

dapat langsung mengawasi kinerja dari pemerintah dalam mengelola dana desa, 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Penyedian informasi melalui papan informasi dan baliho bahwa masyarakat 

berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat. 

3. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi Dalam Pengelolaan 

Dana Desa 

Membuat laporan rincian anggaran serta dokumen-dokumen 

pendukungmasyarakat perlu mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- 

luasnya tentang anggaran desa, karna dengan adanya transparansi menjamin setiap 

masyarakat memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang di capai oleh desa. 

6.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dirangkumkan mengenai Transparansi 

Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pemanfaatan Dana 

Desa di Desa Takarai Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka) yang diuraikan 

maka penulis dapat mengajukan berapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa Takarai diharapkan untuk lebih transparan mengenai 

pembangunan Desa Takarai, agar bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain. 

2. Masyarakat diharapkan lebih melibatkan diri dalam pengawasan dan pemantauan 

dari anggaran keuangan dana desa pada pembangunan Desa Takarai. 
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